PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Perencanaan, Jumlah Cakupan 100 persen

Penganggaran dan Evaluasi | Perencanaan, Pengganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja
2. | Administrasi Keuangan Jumlah Cakupan pelayanan 100 persen
Perangkat Daerah administrasi keuangan
3. | Administrasi Kepegawaian | Prosentase ASN yang 100 persen
Perangkat Daerah mengikuti
bitek /diklat/capacity building
4. | Administrasi Umum Cakupan Administrasi Umum 100 persen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5. | Pengadaan Barang Milik Prosentase pengadaan 100 persen
Daerah Penunjang Urusan | kebutuhan barang penunjang
Pemerintah Daerah pelaksanaan urussan
pemerintah
6. | Penyediaan Jasa Penunjang | Cakupan Jasa Penunjang 100 persen
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
7. | Pemeliharaan Barang Milik | Prosentase jumlah Barang 100 persen
Daerah Penunjang Urusan | Penunjang Urusan Pemda
Pemerintahan Daerah yang siap pakai
8. Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
9. | Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan 100 persen
Pengawasan dengan Tujuan | Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu Tertentu
10. | Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan Fasilitasi | pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan pengawasan
11. | Pendampingan dan Presentase Pendampingan dan 100 persen
Asistensi Asistensi yang dilakukan baik
lingkup Pemerintah Daerah
maupun dalam Urusan Desa
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 40.093.250 100% APBD
Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.165.575.102 100% APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 937.466.000 100% APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 999.619.545 100% APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 5.442.318.915 100% APBD
Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 419.625.500 100% APBD
Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 554.893.390 100% APBD
Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.908.580.000 100% APBD




9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 391.346.750 100% APBD

Tertentu
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 140.000.000 100% APBD
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
11. Pendampingan dan Asistensi 1.985.288.250 100% APBD
JUMLAH 22.984.806.702 100% APBD

INSPEKTUR DAERAH SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
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Pembina Tingkat I
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTUR PEMBANTU I
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur

B
Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
2 Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan Fasilitasj pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan engawasan
4, Pendampingan dan Presentase Pendampingan 100 persen
Asistensi dan Asistensi yang
dilakukan baik lingkup
Pemerintah Daerah maupun
dalam Urusan Desa i
Kegiatan

| Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Perumusan Kebijakan Teknis dj Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
4. PengawasanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN

INSPEKTUR DAERAH APARATUR
~~KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
IDH, S.H. DAHONO, S.I.P., M.Si.
Muda Pembina Tingkat I
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTUR PEMBANTU II
Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan Fasilitasi | pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan pengawasan
4. Pendampingan dan Presentase Pendampingan 100 persen
Asistensi dan Asistensi yang
dilakukan baik lingkup
Pemerintah Daerah maupun
dalam Urusan Desa

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PEREKONOMIAN, PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

__INSPEKTUR DAERAH DAERAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
—— Y f
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTUR PEMBANTU III

Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
2. | Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan 100 persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
3. | Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan pengawasan dan fasilitasi
Fasilitasi Pengawasan pengawasan
4. | Pendampingan dan Presentase Pendampingan dan 100 persen
Asistensi Asistensi yang dilakukan baik
lingkup Pemerintah Daerah
maupun dalam Urusan Desa
Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PERTANIAN, PEMBANGUNAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

AP
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Pembina Tingkat I
NIP. 197002051991011002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT PEMBANTU IV
Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | SATUAN
(1) (2) (3) (4) (S)
| Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan Fasilitasi | pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan pengawasan
4. Pendampingan dan Presentase Pendampingan 100 persen
Asistensi dan Asistensi yang
dilakukan baik lingkup
Pemerintah Daerah maupun
dalam Urusan Desa
Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

4. PengawasanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT PEMBANTU KHUSUS

No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5)
i Jl Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan Internal Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Prosentase Penyelenggaraan | 100 persen
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan
Tujuan Tertentu Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Presentase Terwujudnya 100 persen
Teknis di Bidang kebijakan teknis dibidang
Pengawasan dan Fasilitasi | pengawasan dan fasilitasi
Pengawasan pengawasan
4, Pendampingan dan Presentase Pendampingan 100 persen
Asistensi dan Asistensi yang
dilakukan baik lingkup
Pemerintah Daerah maupun
dalam Urusan Desa

Kegiatan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Perumusan Kebijakan Tekniis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
PengawasanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No. SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan
Kinerja Perangkat Daerah
2. | Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Minum dan Makan 2660 paket
Kecil
Tumpeng dan Buah Meja 18 paket
3. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya | Jumlah Kendaraan 27 Unit
pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau
perorangan dinas atau kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan
dinas jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
4. | Pengadaan peralatan dan mesin Jumlah Peralatan dan Mesin | 85 Unit
lainnya
5. | Pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah peralatan dan mesin | 62 paket
lainnya lainnya yang pemeliharan
6. | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Jumlah paket Gedung 1 Paket
kantor dan bangunan lainnya Kantor dan Bangunan
Lainnya yang dipeliharan
7. | Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana Jumlah Sarana dan 20 unit
dan prasarana gedung kantor dan Prasarana Gedung Kantor
bangunan lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara
8. | Jumlah Dokumen Penatausahaan Terselenggaranya 1200 Dokumen
Arsip Dinamis pada SKPD penatausahaan arsip
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan
Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
9. | Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor | 1 unit
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
10. | Pendidikan dan pelatihan pegawai Jumlah Pegawai 48 orang
berdasarkan tugas dan fungsi Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
11. | Pengadaan kendaraan dinas Jumlah Unit Kendaraan 5 Unit
operasional atau lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
12. | Penyediaan administrasi pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen
tugas ASN Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
13. | Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 12 eksemplar
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
14. | Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan 1 Paket
Logistik Kantor yang
Disediakan
15. | Penyediaan bahan /material Jumlah Paket 1 Paket
Bahan /Material yang
Disediakan
16. | Penyediaan bahan cetakan dan Jumlah Paket Barang 1 Paket
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
17. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang 47 Orang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
18. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber | Tersedianya jasa pelayanan 12 bulan
daya air dan listrik listrik, air, telpon, dan
internet
19. | Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah paket benda pos 1 Paket
yang disediakan
Terlaksananya pengiriman
surat/dokumen/paket 12 Bulan




(1) (2) (3) (4)
20. | Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan 1 Paket
Rumah Tangga yang
Disediakan
21. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan | Terselenggaranya koordinasi | 12 Bulan
konsultasi SKPD lintas sektoral bidang
pengawasan
Sub Kegiata Anggaran Keterangan
Evaluam Kinerja Perangkat Daerah 3.100.000 100% APBD
2. Fasilitasi kunjungan tamu 51.600.000 100% APBD
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan 460.116.515 100% APBD
dan pajak kendaraan perorangan dinas atau
kendaraan dinas jabatan
4, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 642.118.915 100% APBD
5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 42.390.000 100% APBD
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan 25.203.500 100% APBD
bangunan lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana 27.183.375 100% APBD
gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 10.113.400 100% APBD
9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.600.000.000 100% APBD
10. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas 937.466.000 100% APBD
dan fungsi
11. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 775.000.000 100% APBD
12. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 91.722.000 100% APBD
13. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- 5.165.760 100% APBD
undangan
14. Penyediaan bahan logistik kantor 38.136.600 100% APBD
15. Penyediaan bahan /material 107.001.230 100% APBD
16. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 62.571.53 100% APBD
17. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 7.984.606.700 100% APBD
18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 165.936.000 100% APBD
listrik
19. Penyediaan jasa surat menyurat 12.320.500 100% APBD
20. Penyediaan peralatan rumah tangga 68.166.025 100% APBD
21. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 418.865.000 100% APBD

— SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
KAQU PATEN KARANGANYAR

EWTODAT
SPEKTORAIT

DAERAH

Jumlah

14.466.274.144

Penata Tingkat I
NIP. 197809152003121004

100% APBD

Kepala Sub Bagian Administrasi,
Umum, dan Kepegawaian
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

No SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Kerja sama pengawasan Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal |1 MoU
internal yang Terbentuk
2. | Monitoring dan evaluasi - Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan 42 Obrik
tindak lanjut hasil Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI
pemeriksaan BPK RI dan dan TL Hasil Pemeriksaan APIP
tindak lanjut hasil - Larwasda 4 Orang
pemeriksaan APIP
3. | Penanganan penyelesaian Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian 25 Laporan
kerugian negara Negara/Daerah yang Ditangani
4. | Koordinasi, monitoring dan Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring 12 laporan
evaluasi serta verifikasi dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
pencegahan dan dan Pemberantasan Korupsi
pemberantasan korupsi
5. | Pendampingan, Asistensi dan | Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, 8 OPD
Verifikasi penegakan Asistensi dan Verifikasi Penegakan
integritas Integritas
6. | Pendampingan, Asistensi dan | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan | 5 OPD
Verifikasi dan penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
reformasi birokrasi Penilaian Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Kerjasama Pengawasan Internal 298.987.500 100% APBD
2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 1.327.902.500 100% APBD
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
3. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 151.346.750 100% APBD
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 1.229.852.500 100% APBD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 192.201.750 100% APBD
Integritas
6. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 223.234.000 100% APBD

SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
I‘;&BI\JPATEN KARANGANYAR

Reformasi Birokrasi
Jumlah

- il

3.423.525.000

Kepala Sub Bagian

Evaluasi dg#ff Pelaporan

AGUNG BUDIYARTO, S.H.

Penata Muda Tingkat I
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SUB KOORDINATOR BAGIAN PERENCANAAN

No. SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Perubahan
Renstra,
1 Dokumen
Renja,
1 Dokumen
Perubahan
Renja
2. | Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu 41 LHP
Laporan Keuangan
3. | Pengawasan Dengan Tujuan Jumlah Laporan Hasil 14 Laporan
Tertentu Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu
4. | Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil 44 Laporan
Pengawasan Desa
5. | Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil 32 LHP
Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah
6. | Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 16 LHP
Pemerintah Daerah Laporan Keuangan
7. | Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 42 LHP
Laporan Kinerja
8. | Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang 41 perangkat
Urusan Pemerintah Daerah Dilakukan Pendampingan dan daerah
Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah
9. | Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1
di Bidang Fasilitasi Teknis di Bidang Fasilitasi rekomendasi
Pengawasan Pengawasan yang Disusun
10. | Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Rekomendasi Kebijakan :
di Bidang Pengawasan Teknis di Bidang Pengawasan rekomendasi
yang Disusun
11. | Koordinasi dan pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan | 1 Dokumen
Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 2 Dokumen
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
13. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
14. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 14 Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulan/Semesteran | Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran
SKPD
15. | Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen 12 Dokumen

dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD




Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 28.000.000 100% APBD
Daerah
2. Reviu Laporan Keuangan 230.000.000 100% APBD
3. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 240.000.000 100% APBD
4. Pengawasan Desa 507.600.000 100% APBD
5. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 271.370.000 100% APBD
6. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 540.000.000 100% APBD
7. Reviu Laporan Kinerja 390.000.000 100% APBD
8. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah 340.000.000 100% APBD
Daerah
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 100.000.000 100% APBD
Pengawasan
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 40.000.000 100% APBD
Pengawasan
11. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD 31.244.100 100% APBD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 8.993.250 100% APBD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 29.197.300 100% APBD
Akhir Tahun SKPD
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 22.305.000 100% APBD
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
15. Pelaksanaan Penatausahaan dan 6.500.000 100% APBD
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
2.785.209.650 100% APBD
_—SEKRETARIS INSPEKTORAT
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